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B KSPSI Desak Gubernur Keluarkan SK Pembayaran Tunjangan
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Sultan Hamengku Buwono X meminta Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda)

|

| THR ya harus diba-
yarkan. Ketentuan
harus dibayar

| penuh tidak boleh
dikurangi.

Sri Sultan HB X

Gubemur DIY

dengan tegas perusahaan-perusahaan
di DI Yogyakarta untuk membayar Tun-
jangan Hari Raya (THR) karyawannya
secara penuh. Sultan juga meminta agar
tak 55

per P
pembayaran serta pemangkasan besar-
an THR seperti di tahun sebelumnya.
Perlu diketahui, Kementerian Kete-
jaan telah resmi mengeluarkan
edaran terkait THR. Melalui edaran itu,
pemerintah mewajibkan pelaku usaha
untuk membayar THR. “THR ya harus
dibayarkan. Ketentuan harus dibayar
penuh tidak boleh dikurangj,” terangnya
saat ditemui wartawan di Kompleks Ke-

=

Instansi

ii YOGYA, TRIBUN - Gubernur DIY, Sri  patihan, Kamis (15/4).

DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menam-
bahkan, Gubernur DIY sudah menge-
luarkan SE. terkait pembayaran THR di
daerah. Acuannya adalah SE Menteri Te-
naga Kerja Nomor M/6/HK.04/V1/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Turr{|
jangan Hari Raya KeagamaZn Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Sesuai dengan ketentuan, THR harus
dibayarkan paling lambat H-7 sebelum
Hari Raya Lebaran dan tidak boleh ada

pemangkasan. “Tidak boleh dicicil,” te-
gasnya.
® kehalaman 15
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Jika ada perusahaan yang
tak mampu membayar THR
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, bisa berkon-
sultasi dan melapor ke Di-
nas Tenaga Kerja dan Trans-
migrasi (Disnakertrans) DIY.

Segala permasalahan ter-
kait pembayaran THR harus
diselesaikan berlandaskan
kesepakatan antara pemberi
kerja dan pekerja.

“Kalau ada masalah mi-
salnya baru bisa membayar
(THR) lebth dari H-7 harus
menunjukkan' kesulitan-
nya ke Disnakertrans. Juga

melakukan kesepakatan

dengan karyawannya. Tapi
prinsipnya pembayaran ha-
rus H-7," j :

DPD Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) DIY mendesak supa-
ya Gubernur DIY Sri Sultan
Hamengku Buwono X sege-
ra menerbitkan Surat Kepu-
tusan (SK) yang mewajibkan
pembayaran THR 2021 seca-
ra penuh.

Sekjen DPD KSPSI DIY Ir-
sad Ade [rawan mengatakan,
tuntutan tersebut disuara-
kan untuk menindaklanjuti
Surat Edaran (SE) Kemente-
rian Tenaga Kerja bernomor
M/6/HK.04/1V/2021 ten-
tang pelaksanaan pemberi-
an THR 2021 bagi buruh di
perusahaan.

hukum, sehingga dirinya
menilai SE Kemenaker tidak
dapat dijadikam landasan
untuk pelaksanaan pembe-
rian THR. ’

Ia berharap, pembayaran
THR 2021 tidak diberikan
secara dicicil seperti tahun
sebelumnya saat dalam
kondisi pandemi Covid-19.
Alasan lainnya, ia menegas-
kan seharusnya pemerintah
mengacu pada perundang-
undangan tentang meka-
nisme pemberian THR bagi
para buruh. .

“Harusnya acuannya per-
undang-undangan karena
SE ini plin plan soal pemba-

. yaran THR,” katanya, kepa-
* da Tribun Jogja.

Selain itu, Irsad menegas-
kan supaya pemerintah DIY
bekerja sama dengan seri-
kat buruh untuk memben-
tuk Satgas THR di masing-
masing Kabupaten/Kota.
“Selanjutnya kami tujukan
kepada Menaker agar men-
cabut SE itu karena berpo-
tensi menjadi pelanggaran
hak THR keagamaan,” ujar-
nya.

: Bentuk posko

Menanggapi hal itu, Kepa-
la Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnaker-
trans) DIY Aria Nugrahadi
mengatakan, sesual SE Ke-
menaker terkait THR 2021
mengamanatkan kewajiban
pembayaran THR tanpa dici-
cil, sehingga ia memastikan
ada aturan berbeda dengan

tuk Posko THR berkoordi-
nasi dengan Disnakertrans
Kabupaten/Kota, dan mela-
kukan monitoring ke peru-
sahaan yang ada di DIY un-
tuk mendorong pembayaran
THR.

“Sesuai SE Kemenaker
2021, pembayaran THR
tanpa dicicil. Kami berkoor-
dinasi dengan Kabupaten/
Kota untuk melakukan mo-
nitoring ke perusahaan yang
beroperasi,” jelasnya.

Selain itu, Aria menegas-
kan, akan melakukan detek-
si dini terhadap perusahaan
yang tidak membayarkan
THR kepada pekerjanya.
Data tahun lalu, Disnaker-
trans DIY mencatat ada se-
kitar 36 aduan perusahaan
yang tidak membayarkan
THR.

“Tahun lalu kami ada
aduan 36 perusahaan. Tapi
kayaknya sekarang sudah’
dibayar semuanya. Seka-
rang kami monitoring untuk
deteksi dini kepada perusa-
haan yang tidak bisa bayar
THR,” tegasnya.

Dirinya menekankan agar
perusahaan dan pekerja sa-

; ling berkomunikasi supaya
tidak timbul kesalah paham-
an terkait pembayaran THR
2021. Sementara sanksi
bagi perusahaan yang tidak
membayarkan hak THR bagi
pekerjanya bisa berupa san-
ksi administratif hingga pen-
cabutan izin usaha. “Sesuai
Peraturan Menteri Nomor 6

Beberapa.hal yang men- SE Kemenaker untuk THR Tahun 2016 itu ada sanksi
jadi dasar atas desakan itu tahun lalu (2020). - administratif hingga penca-
antara lain, ia menilai bah- Aria menjelaskan, Disna- butan izin usaha,” pungkas-
wa SE bukanlah produk kertrans DIY akan memben- nya. (tro/hda)
Instansi Nilai Berita Sifat Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Netral Biasa Untuk Diketahui
Transmigras
Y ogyakarta, 01 September 2026

Kepala

lg. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005



http://www.tcpdf.org

